
l.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tcntang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

bahwa untuk mclaksanakan kctentuan Pasal 6 ayat (2) Pcraturan Dacrah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 
2018 ten tang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pcrlu menetapkan Peraturan 
Bupati tcntang Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah Tahun Anggaran 2019; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SANGGAU, 

BUPATISANGGAU 

PROVINS! KALIMANTAN BARA T 

PERATURAN BUPATI SANGGAU 

NOMOR 77 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

Mengingat 

Menimbang 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pcrencanaan Pcmbangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nornor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengcndalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif 

Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pcrnerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pcmcrintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengclolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 



4 

21. Pcraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tcntang Slandar Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Pcraturan Pcmerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pcmotongan dan Pengcnaan Pajak Penghasilan Pasal 

21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Be ban Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Negara atau Anggaran Pendapatan 

dan Bclanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5174); 

23. Pcraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tcntang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

18. Peraturan Pemerintah Nornor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6177); 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

27. Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2017 tenlang IIak Keuangan dan Adrninistratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

28. Peraturan Presidcn Nomor 52 Tahun 2009 Len tang Tambahan Pcnghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; 

29. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapalan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 

30. Peraturan Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pcngelolaan Keuangan Daerah, 

scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

31. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan 

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana Lelah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018; 



6 

36. Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 226/PMK.07 /2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut 

Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 lentang Pengclolaan Kcuangan Dcsa; 

38. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Bclanja Dacrah Tahun Anggaran 2019; 

39. Pcraturan Mentcri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2018 ten tang Batas Maksimal Kumulalif Defisit Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah dan Batas 

Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2019; 

40. Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 107 /PMK.07 /2018 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah; 

41. Pcraturan Dacrah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn Sanggau sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau; 

33. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

121/PMK.07 /2018; 

32. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah; 
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51. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Oaerah Tahun Anggaran 2019; 

50. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah; 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Dae rah sebagaimana diubah dengan Pera tu ran Daerah Nomor 6 Tahun 2016; 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nornor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Dacrah Kabupaten Sanggau 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014; 

44. Pcraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umurn sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017; 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; 

46. Pcraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertcntu sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016; 

47. Pcraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rcncana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2014 - 2019 scbagaimana diubah dcngan Pcraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016; 

48. Pcraturan Dacrah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2015 lentang Penyertaan Modal pada Perusahaan 

Dacrah Air Minum Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau; 

49. Peraturan Dacrah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penambahan Penycrtaan Modal pada 
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat; 
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1) Belanja Pegawai Rp. 596.218.205.005,50 
2) Belanja Sunga Rp. 0,00 
3) Bclanja Subsidi Rp. 0,00 
4) Belanja Hibah Rp. 41.367 .800.000,00 
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.337 .000.000,00 
6) Bclanja Bagi Hasil Rp. 4.076.287 .754,00 
7) Bclanja Bantuan Keuangan Rp. 243.608.564.371,00 
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 1.000.000.000,00 

Rp. 890.607.857.130,50 

2. Belanja: 
a. Belanja Tidak Langsung 

Rp. l.634.901.782.106,00 Jumlah Pendapatan 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

102.036.423.879,00 
1.263.828.4 72.000,00 

269 .036.886.227 ,00 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Anggaran Pendapatan dan Bclanja Oaerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas : 
1. Pendapatan 

Pasal 1 

:PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN2019. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 
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Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam pcraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah scsuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penjabaran /\nggaran Pcndapatan dan Bclanja Oaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Ringkasan Penjabaran /\nggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

0,00 Rp. 
68.864.504.956,00 Rp. Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

Pasal 2 

79.864.504.956,00 
11.000.000.000,00 

Rp. 
Rp. 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp. 813.158.429.931,50 
Rp. l.703.766.287.062,00 
Rp. 68.864.504.956,00 

Jumlah Belanja 
Surplus/ (Defisit) 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai Rp. 92.868.294.833,00 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 396.222.687 .878,00 
3) Belanja Modal Rp. 324.067.44 7 .220,50 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGI HUK DAN HAM, 

TTO 

A.L. LEYSANDRI 

SERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 77 

Diundangkan di Sanggau 
pada tanggal 31 Desember 2018 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, 

PAOLUS HAO[ 

TTO 

BUPATI SANGGAU, 

Ditetapkan di Sanggau 
pada tanggal 31 Desember 2018 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Sanggau. 

Pasal 5 


